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ABSTRAK

ANALISIS KEDUDUKAN UNDERCOVER BUY
DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2014)

Oleh : Nestia Putri

Peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa
(extraordinary crime) yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada
stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dalam menanggulangi kejahatan ini,
diperlukan metode penyelidikan yang efektif, salah satunya adalah teknik
undercover buy, yaitu metode penyamaran petugas untuk melakukan pembelian
terhadap narkotika sebagai bagian dari upaya pengungkapan tindak pidana. Teknik
ini memiliki keunikan tersendiri karena melibatkan infiltrasi langsung ke jaringan
pelaku, sehingga memiliki efektivitas tinggi dalam membongkar sindikat
narkotika. Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan undercover buy harus
tetap berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan
kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kedudukan wundercover buy dalam sistem hukum Indonesia,
khususnya dalam penyelidikan tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan
Kapolri (Perkap) No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan didukung pendekatan
empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di satuan reserse
narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah undercover buy
secara eksplisit tidak disebutkan dalam Perkap No. 12 Tahun 2014, namun secara
implisit teknik ini diakomodasi dalam kerangka tindakan penyelidikan dan
penyidikan yang bersifat tertutup serta berbasis pada intelijen kepolisian.
Kedudukan undercover buy dalam hukum positif Indonesia masih bersifat terbatas
pada tataran kebijakan internal Polri, sehingga diperlukan penguatan legitimasi
yuridis agar teknik ini memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan akuntabel.

Kata Kunci: Undercover Buy, Narkotika, Penyelidikan, Perkap No. 12 Tahun
2014, Hukum Pidana



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF UNDERCOVER BUY
OPERATIONS IN NARCOTICS CRIME INVESTIGATIONS
(BASED ON INDONESIAN NATIONAL POLICE REGULATION NO. 12
OF 2014)

By:
Nestia Putri

The illicit trafficking of narcotics is classified as an extraordinary crime that
threatens not only individuals but also social stability and national security. To
combat this crime, effective investigative methods are essential, one of which is
the undercover buy technique. This method involves officers going undercover to
purchase narcotics as a means of uncovering criminal activity. Its direct
infiltration into criminal networks makes it particularly effective in dismantling
drug syndicates. However, the implementation of this technique must remain
within the boundaries of the law to prevent abuse of authority and violations of
human rights. This study aims to analyze the legal status of the undercover buy
technique within the Indonesian legal framework, particularly in the investigation
of narcotics-related crimes, as regulated by Indonesian National Police Regulation
(Perkap) No. 12 of 2014 on Procedures for Criminal Investigations. The research
adopts a normative juridical method, supported by empirical data gathered
through interviews with law enforcement officers in the narcotics investigation
unit. The findings indicate that although the term “undercover buy” is not
explicitly mentioned in Perkap No. 12 of 2014, the technique is implicitly
recognized ' within the scope of covert and intelligence-based investigative
procedures. At present, the legal basis for undercover buy operations in Indonesia
is limited to internal police policy. Therefore, stronger juridical legitimacy is
necessary to ensure that this technique operates with legal certainty and
accountability.

Keywords: Undercover Buy, Narcatics, Investigation, Perkap No. 12 of 2014,
Criminal Law
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecanduan zat dan perdagangan gelap psikotropika, narkotika, dan zat
adiktif lainnya merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh
beberapa negara. Sejak tahun 1964, penyalahgunaan narkoba mulai
menjadi masalah sosial di Indonesia. Zat atau obat-obatan yang termasuk
narkotika dapat menyebabkan kantuk, penghilang rasa sakit, dan
ketergantungan. Zat atau obat tersebut dapat berupa sintetis atau
semisintetis, dan dapat berasal dari tanaman atau tidak. Selain
menghasilkan efek relaksasi atau stimulasi, narkoba berpotensi
menimbulkan delusi dan halusinasi pada mereka yang menggunakan atau
menelannya.! Akibatnya, ketergantungan obat dapat menjadi hal yang
menghancurkan jika tidak ditangani dengan perawatan dan pemantauan
yang tepat.2

Trend yang semakin meresahkan dalam budaya saat ini, penyalahgunaan
narkoba memiliki konsekuensi yang luas, terutama di kalangan keluarga
dan masyarakat. Saat ini, tidak ada negara Asia Tenggara yang memiliki

pasar farmasi yang lebih besar daripada Indonesia.’

'B.Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi, (Surabaya:Usaha Nasional Surabaya, 1982), hlm. 68.

Muhammad Mustofa, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku
Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, (Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010), him. 198.

3Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
(Antara Norma dan Realita), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him. 101.



Badan Narkotika Nasional (BNN) mengklaim peredaran narkoba pada
tahun 2019 meningkat 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga
akhir tahun 2022, penyalahgunaan narkoba menjadi tindak pidana terbesar
kedua di Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar 3,1 juta hingga 3,6 juta
orang pengguna narkoba di Indonesia, dengan usia rata-rata 15 hingga 65
tahun.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak pandang bulu, zat narkotika
dan obat-obatan terlarang tersebut dapat disalahgunakan oleh semua umur,
semua jenis kelamin, bahkan semua bangsa dan agama. Tidak hanya itu,
narkoba juga dapat disalahgunakan oleh berbagai profesi mulai dari
pelajar, mahasiswa, selebriti, pejabat publik, bahkan aparat penegak
hukum yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara
pun dapat menyalahgunakan narkoba. Aparat penegak hukum, khususnya
Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan organisasi negara yang
bertugas menjaga, membela, dan menegakkan keutuhan serta kedaulatan
negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dituntut untuk menjadi
contoh bagi masyarakat dalam mencegah dan memberantas serta tidak
terlibat dalam tindakan-tindakan ilegal penyalahgunaan narkoba,
mengingat kepolisian merupakan lembaga yang setara dengan lembaga
yang anggotanya harus menaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah

serius yang mengancam tidak hanya kesehatan masyarakat, tetapi juga



stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Indonesia kini tidak
hanya menjadi negara transit, tetapi juga pasar potensial bagi jaringan
narkotika internasional. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN),
pada tahun 2023 prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia
mencapai angka 2,29% atau sekitar 5,5 juta jiwa, dan diperkirakan akan
terus meningkat jika tidak ditangani secara serius*. Bahkan Presiden Joko
Widodo secara tegas pernah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam
kondisi darurat narkoba, sehingga pendekatan luar biasa (extraordinary
measures) diperlukan untuk menanganinya.

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap tindak
pidana narkotika adalah sifat kejahatannya yang terorganisir, tertutup, dan
sulit dideteksi secara konvensional. Para pelaku sering kali beroperasi
dalam jaringan rapi dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk
menyamarkan aktivitas mereka. Dalam kondisi demikian, penegak hukum
tidak cukup hanya mengandalkan teknik penyelidikan pasif, seperti
menerima laporan dari masyarakat atau patroli rutin. Maka, muncullah
kebutuhan akan metode penyelidikan aktif, salah satunya yang paling
signifikan adalah teknik undercover buy.

Undercover buy adalah metode di mana penyidik atau petugas menyamar
sebagai pembeli narkotika guna memperoleh barang bukti, menangkap

pelaku, dan mengungkap jaringan peredaran narkotika dari dalam’.

4 Badan Narkotika Nasional, Data Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023,
diakses dari https://bnn.go.id, pada 20 Juni 2025.
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 98.



Metode ini terbukti efektif dalam banyak kasus, terutama ketika pelaku
sangat tertutup dan enggan menjual kepada orang asing. Dengan
menyamar sebagai bagian dari jaringan, petugas dapat masuk ke sistem
internal para pelaku dan mendapatkan informasi serta bukti yang tidak bisa
diperoleh dengan cara biasa.

Namun demikian, teknik undercover buy tidak terlepas dari kontroversi
hukum dan etika. Pertama, metode ini berpotensi menimbulkan
penyalahgunaan wewenang atau bahkan menjebak pelaku (entrapment)
yang seharusnya tidak dapat dipidana®. Kedua, petugas yang melakukan
penyamaran menghadapi risiko hukum dan keselamatan, terutama ketika
tidak dilindungi oleh regulasi yang kuat. Ketiga, belum adanya pengaturan
spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
mengenai teknik penyelidikan ini menimbulkan kekosongan hukum (legal
vacuum) yang bisa diperdebatkan di pengadilan.

Dalam konteks kekosongan tersebut, Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana menjadi dasar normatif yang penting. Pada
Pasal 14 Perkap ini ditegaskan bahwa penyidik dapat menggunakan teknik
penyidikan khusus seperti penyamaran, surveillance, dan transaksi
terselubung untuk mengungkap tindak pidana tertentu, termasuk

narkotika’. Meskipun hanya berlevel peraturan internal institusi, Perkap ini

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 132.
7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 14 ayat (1).



menjadi satu-satunya pedoman formal yang saat ini mengatur metode
undercover buy secara terbuka di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi dari Perkap tersebut masih
mengalami berbagai hambatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa
terdapat inkonsistensi antara pelaksanaan di lapangan dan norma hukum
yang tertulis. Di samping itu, tidak semua satuan kepolisian di daerah
memiliki  pemahaman atau kemampuan yang memadai dalam
melaksanakan wundercover buy sesuai prosedur yang sah. Hal ini tidak
hanya berpotensi melemahkan proses hukum, tetapi juga menimbulkan
risiko kriminalisasi terhadap petugas yang bertugas secara profesional®

Di Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika diakui sebagai peraturan
perundang-undangan yang dapat mengawasi dan menanggulangi
penyalahgunaan Narkotika, sekaligus memberikan terapi bagi para
penderitanya. Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang
mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi vital
Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Pembelian secara
rahasia diatur dalam Pasal 79 huruf (j) yang berbunyi, "Teknik penyidikan
pembelian secara rahasia dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan
oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan".’ Berdasarkan Pasal 79
huruf (j) dapat ditegaskan bahwa dalam penerapan pendekatan pembelian

terselubung tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Pendekatan

8 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan
dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 215.
%Undang — Undang RI Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.



pembelian terselubung ini hanya dapat dilakukan oleh detektif yang
memiliki surat perintah atau surat tugas dari atasannya.

Prosedur awal yang dapat digunakan untuk memberantas penyalahgunaan
narkoba dalam pengumpulan barang bukti khusus diatur dalam Undang-
Undang Narkotika Pasal 75 huruf (j) yang berbunyi, "melakukan teknik
penyidikan pembelian secara rahasia dan penyerahan di bawah
pengawasan". Teknik ini memiliki peranan besar dalam perolehan barang
bukti tindak pidana narkoba, karena penyidik terlibat langsung dalam
transaksi peredaran gelap narkoba, di mana penyidik menyamar sebagai
penjual atau pembeli sehingga penyalahgunaan narkoba dapat masuk ke
dalam perangkap penyidik, dan dapat tertangkap tangan bersama barang
bukti lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan
pembelian terselubung, penyidik dapat langsung menyusup ke dalam
jaringan peredaran narkoba sebagai penjual atau pembeli narkotika.
Dengan begitu, penyidik dapat lebih mudah menangkap para
penyalahguna narkoba beserta barang bukti. Tidak hanya itu, dengan
strategi pembelian terselubung ini, pengedar atau pengguna narkoba dapat
ditangkap lebih dari satu orang sehingga dapat dikatakan bahwa teknik ini
sangat berhasil dan efisien. Meskipun berhasil, strategi ini sangat
berbahaya bagi aparat penegak hukum yang sedang bertugas karena para
pecandu narkoba tidak segan-segan membahayakan nyawa polisi yang

sedang bertugas.



Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut beserta alasan-alasan yang
ada, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul
“Analisis kedudukan undercover buy dalam penyelidikan tindak pidana

narkotika” (Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2014)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat

rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kedudukan metode undercover buy dalam proses
penyelidikan tindak pidana narkotika?

2. Bagaimana penerapan teknik undercover buy dalam Peraturan Kapolri
No. 14 Tahun 2012?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat

ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan metode
undercover buy dalam penyelidikan kasus tindak pidana narkotika

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Teknik
undercover buy dalam peraturan kapolri No 14 tahun 2012.

. Manfaat penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin
dicapai, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya ilmu pengetahuan
teoritis yang terkait dengan peran kepolisian dalam menangkap pelaku
tindak pidana narkoba, serta bagaimana penerapan mekanisme
pembeli rahasia dalam menangkap pelaku tindak pidana narkotika.
Manfaat Praktis:

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, dan juga
dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa,
pengadilan, dll.) dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku
tindak pidana narkoba. Selain itu, kajian ini juga dapat bermanfaat
bagi akademisi yang akan menganalisis fungsi pembelian gelap dalam

pendeteksian kasus pidana narkoba.



